
BUPATI KEPULAUAN TALAUD
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI
RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BBLANJA DAERAH

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tefiaflg
Pemberiaa Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas

Kepada Aparatur Nega-ra, Pensiunan, Penerima Pensiun dan

Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkart

Peraturan Bupati Kepulauan Talaud tentang Teknis

Pemberian Tunjalgan Hari Raya darr gaji ketiga belas

kepada Pegawai Negeri Sipil yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belalja Daera-h Tahtn 2024;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2OO2 tentang

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi

Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2002 Nomor 21, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4183);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerai (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa ka-li diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undalg Nomor 2 Tahur, 2022

Mengingat

Ir

.a

BUPATI KEPULAUAN TALAUD 
PROVINS! SULAWESI UTARA 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD 
NOMOR 3 TAHUN 2024 

TENTANG 

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARi 
RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG 
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPULAUAN TALAUD, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat 

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang 

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 

Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan 

Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Kepulauan Talaud tentang Teknis 

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas 

kepada Pegawai Negeri Sipil yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024; 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi 

Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4183); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 f � 



Menetapkan :

tentang Cipta Ke{a menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Tahun 2023 Nomor 4l, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2O24 tentang

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas

Tahun 2024 Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima

Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (l,embaran

Negera Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

691 1);

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN
TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PBNDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS

adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi sya,rat

tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara

seca-ra tepat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk

menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati pejabat

yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negera

yang merupakan alat kelengkapan negara beserta

lembaga negara penunjang fungsi alat kelengkapan

negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas

narna nega-ra sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang - undangan.

3. Pensiunan adalah Apa-ratur Negara yang telah purna

tugas dan diberi penghargaan atas pengabdiannya kepada
+ ft

Menetapkan 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang 

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 

Tahun 2024 Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima 

Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran 

Negera Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6911); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN 
TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA 
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
2024. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara 

secara tepat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan. 

2. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati pejabat 

yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negera 

yang merupakan alat kelengkapan negara beserta 

lembaga negara penunjang fungsi alat kelengkapan 

negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas 

nama negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang - undangan. 

3. Pensiunan adalah Aparatur Negara yang telah puma 

tugas dan diberi penghargaan atas pengabdiannya kepada t 1 



nega-ra berupa manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang - undangan.

4. Penerima Pensiun adalah ahli waris yang sah dari

Apa,ratur Negara atau Pensiunan, dan diberikan manfaat

pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundalg -
undalgan.

5. Penerima Tunjangan adalah warga nega-ra yang

memenuhi persya-ratan tertentu untuk menerima

penghargaan dan/atau penghormatan dari negara dalam

bentuk pemberian Tunjangan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang - undangan.

6. Ca-lon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS

adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan

Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Ca-lon

Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajibal untuk

memenuhi sya,rat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengal gaji

7OO"/".

7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang

selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,yang diangkat

berdasarksn perl'anjian kerja untuk jangka waktu tertentu

dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

8. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri Tahvr 2024.

BAB II

PEMBBRIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

Pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga

belas Tahun 2024 Kepada Aparatur Negara, Pensiunan,

Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan sebagai wujud

penghargaa-n atas pengabdian melaksanakan pelayanan

kepada masyarakat dengan memperhatikan kemampuan

tkeuangan nega,ra. r

negara berupa manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang undangan. 

4. Penerima Pensiun adalah ahli waris yang sah dari 
Aparatur Negara atau Pensiunan, dan diberikan manfaat 
pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

undangan. 
5. Penerima Tunjangan adalah warga negara yang 

memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima 
penghargaan dan/atau penghormatan dari negara dalam 
bentuk pemberian Tunjangan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang - undangan. 

6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS 
adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan 
Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon 

Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk 
memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 

100%. 
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 

selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,yang diangkat 
berdasarksn perjanjian kerja untukjangka waktu tertentu 
dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 

8. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri Tahun 2024. 

BAB II 

PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA 

PasaJ 2 

Pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga 
belas Tahun 2024 Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, 
Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan sebagai wujud 

penghargaan atas pengabdian melaksanakan pelayanan 
kepada masyarakat dengan memperhatikan kemampuan 

keuangan negara. �1. 'f' 



Pasal 3

(1) Tunjangan Hari Raya dan G4ii Ketiga Belas Tahun 2024

diberikan kepada:

a. PNS;

b. CPNS;

c. PPPK; dan

d. Pejabat Negara.

(21 Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf d

terdiri atas:

a. Bupati dan Wakil Bupati; dan

b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwaklian

Daerah.

Pasal 4

Tunjangal Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2024 tidak

diberikan kepada:

a. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan

negara; atau;

b. PNS yang sedang ditugaskan diluar instansi pemerintah

baik didalam maupun diluar negeri ya-ng gajinya dibayar

oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 5

(1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Bupati, Wakil

Bupati, PNS dan PPPK, terdiri atas:

a. gaji pokok;

b. tunjangan keluarga;

c. tunjangan pangan; dan

d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

(21 Tunjangan Ha-ri Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Ketua, Wakil

Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah terdiri

atas:

a. uang representasi;

b. tunjangan keluarga; dan

c. tunjangan jabatan. 
+ ?

PasaJ 3 

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 

diberikan kepada: 

a. PNS; 

b. CPNS; 

c. PPPK;dan 

d. Pejabat Negara. 

(2) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

terdiri atas: 

a. Bupati dan Wakil Bupati; dan 

b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwaklian 

Daerah. 

PasaJ 4 

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2024 tidak 

diberikan kepada: 

a. PNS yang sedang menjaJani cuti diluar tanggungan 

negara; atau; 

b. PNS yang sedang ditugaskan diluar instansi pemerintah 

baik didalam maupun diluar negeri yang gajinya dibayar 

oleh instansi tempat penugasan. 

PasaJ 5 

( 1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Bupati, Wakil 

Bupati, PNS dan PPPK, terdiri atas: 

a. gaji pokok; 

b. tunjangan keluarga; 

c. tunjangan pangan; dan 

d. tunjangan jabatan atau tunjangan um um. 

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Ketua, Wakil 

Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri 

atas: 

a. uang representasi; 

b. tunjangan keluarga; dan 

c. tunjangan jabatan. 1' 'f 



Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi calon PNS,

terdiri atas:

a. 8Oo/o (delapal puluh persen) dari gaji pokok PNS;

b. tunjangan keluarga;

c. tunjangan beras; dan

d. tunjangan umum.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk:

a. tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain;

b. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen

atau tunjangan kehormatan;

c. tambahan penghasilan bagi guru PNS;

d. tunjangan khusus; dan

e. tunjangan selisih penghasilan.

BAB III

PEMRAYARAN

Pasal 8

(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari ke{a sebelum

tanggal Hari Raya.

(21 Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Ha-ri Raya dapat

dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

(3) Tunjangan Hari Raya sebaga.imana dimaksud pada ayat (1),

yang besarannya sesuai dengan besaran penghasilan yalg

dibayarkan pada gaji bulan Maret Tahun 2024.

Pasal 9

(1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

+?dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2024

Pasal 6 

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi calon PNS, 

terdiri atas: 

a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS; 

b. tunjangan keluarga; 

c. tunjangan beras; dan 

d. tunjangan umum. 

Pasal 7 

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, tidak terrnasuk: 

a. tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain; 

b. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen 

atau tunjangan kehormatan; 

c. tambahan penghasilan bagi guru PNS; 

d. tunjangan khusus; dan 

e. tunjangan selisih penghasilan. 

BAB III 

PEMBAYARAN 

Pasal 8 

(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum 

tanggal Hari Raya. 

(2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat 

dibayarkan setelah tanggal Hari Raya. 

(3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

yang besarannya sesuai dengan besaran penghasilan yang 

dibayarkan pada gaji bulan Maret Tahun 2024. 

Pasal 9 

( 1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2024.1 'f 



(21 Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimala dimaksud pada ayat

(U belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat

dibayarkan setelah bulan Juni Talrun 2024.

(3) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang

besarannya sesuai dengan besarart penghasilan yang

dibayarkan pada Gaji bulan Mei Tahun2024.

Pasal 10

(1) Tunjangan Hari Raya darr gaji ketiga belas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran

dan/ atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

(2\ Tunjangan Hari Raya dal gaji ketiga belas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan dan ditanggung

Pemerintah.

Pasal 11

Mekanisme pembayaran tunjangaa Hari Raya dan gaji ketiga belas

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja d"*"h.+ ?

(2) Da1am ha1 gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat 

dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2024. 

(3) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang 

besarannya sesuai dengan besaran penghasilan yang 

dibayarkan pada Gaji bulan Mei Tahun 2024. 

Pasal 10 

(1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana 

dimaksud da1am Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran 

dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang­ 

undangan. 

(2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan dan ditanggung 

Pemerintah. 

Pasa1 11 

Mekanisme pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 

BAB IV 

PENDANAAN 

Pasa1 12 

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas 

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. t 'f 



BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlal<u pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengal penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kepulauan Talaud.

Ditetapkan di
pada tanggal

Melonguane
7-7 frlar"\ zoz+

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

ELLY E,NGtrLBERT LASUT

Diundangkan di Melonguane

Padatanggal ..?7 ttlacr"l Zoetl

SEKRETA DAERAH,

(

YOHAN F/II KRISTO KAMAGI

BERTTA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 16Hut[.ilflOMOR 3. tr

PARAF HIERARKI i
Sekretaris Daerah l.
Asisten Administrasi
Umum 0
Kepala BPKAD a'
Kabag Hukum /
Sekretaris BPKAD I
Kabid Perbend aharaan lt*

+

BABV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 

Kabupaten Kepulauan Talaud. 

PARAF HIERARKI 
Sekretaris Daerah 
Asisten Administrasi 

Kabac Hukum 
Sekretaris BPKAD 
Kabid Perbendaharaan 

Diundangkan di Melonguane 

Pada tanggal.2 7 Wark 202 

SEKRETA S DAERAH, 

Ditetapkan di Melonguane 
pada tanggal 2; lqce 2024 
BUPATI KEPULAUAN TALAUD, 

ELLY ENGELBERT LASUT 

TA KRISTO KAMAGI 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN QNNOMOR 3 


